
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1074 TAHUN 2018 

TENTANG 

BENTUK FORMULIR SARANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1095/2009, 
telah ditetapkan bentuk formulir sarana pemungutan pajak daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan 
Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

6. Peratuan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015; 

8. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 



Menetapkan : 

KESATU 

KEDUA 
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MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENTUK FORMULIR SARANA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. 

Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur mi. 

Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU, dapat berbentuk formulir 
elektronik yang terintegrasi dalam sistem. 

: Hal yang bersifat teknis mengenai spesifikasi, ukuran, isi, jumlah 
lembar dan lain-lain bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada 
diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Peneng Pajak Reklame merupakan salah satu tanda bukti 
perlunasan pembayaran Pajak Reklame dalam pemungutan Pajak 
Daerah yang digunakan untuk efisiensi dan efektifitas pengawasan 
dan pemantauan Pajak Reklame. 

: Bentuk dan spesifikasi peneng sebagaimana dimaksud pada 
diktum KETIGA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak 
dan Retribusi Daerah. 

: Bentuk formulir sarana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU, diunggah (upload) Dada website : 
bprd.jakarta.go.id  untuk memudahkan pelayanan {epada Wajib 
Paj ak. 

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan 
Gubernur Nomor 1095/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juli 2018 

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS, 
I UKOTA JAKARTA, 

ANIES BASWEDAN 
Tembusan : 

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
7. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 1074 TAHUN 2018 
Tanggal 19 Juli 2018 

BENTUK FORMULIR SARANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

No Format Jenis Formulir 

. Format 1 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi 
2. Format 2 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Badan 

. Format 3 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 

. Format 4 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Hotel 

. Format 5 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Restoran 

. Format 6 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Hiburan 

. Format 7 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Reklame 

. Format 8 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Parkir 

. Format 9 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Penerangan Jalan 

10.  Format 10 Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

11.  Format 11 Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

12.  Format 12 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
13.  Format 13 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Individual 
14.  Format 14 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel 
15.  Format 15 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 	Pajak 

Restoran 
16.  Format 16 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 	Pajak 

Hiburan 
17.  Format 17 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak 

Parkir 
18.  Format 18 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 	Pajak 

Penerangan Jalan 
19.. Format 19 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 	Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
20.  Format 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame 
21.  Format 21 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah 
22.  Format 22 Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) 
23.  Format 23 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 
24.  Tanda Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Format 24 
25.  Format 25 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 
26.  Format 26 Surat 	Keterangan 	Pajak 	Daerah 	Kurang 	Bayar 

Tambahan (SKPDKBT) 
27.  Format 27 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 
28.  Format 28 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) 
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No Format Jenis Formulir 

29.  Format 29 Berita Acara Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) Pajak Penerangan Jalan 

30.  Format 30 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
31.  Format 31 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 
32.  Format 32 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Penerangan 

Jalan 
33.  Format 33 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ' 
IBUKOTA JAKARTA, 

A ES BASWEDAN 



RT/RW 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66, Telepon 3865580-3865585 Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarta.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 1 

Kode Pos: 10160 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH ORANG PRIBADI 

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITALJCETAK. Is( atau bed tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk) 

Jenis Pendaftaran : 

A. 	IDENTITAS WAJIB PAJAK 

	

1. 	Nama VVajib Pajak 

Gelar Depan 

	

2 	Tempat / Tanggal Lahir 	(tgl-bln-thn) 

	

3 	Status Perkawinan 

4. Kebangsaan 

5. 	Nomor Telepon/ Handphone 

6. E-mail 

	

7 	NPVVP 

Permohonan Wajib Pajak 	 Pendaftaran Secara Jabatan 

Gelar Be akang 

1 	Kawin 	 2 	Tidak Kawin 

Indonesia 	 NIK 

Asing 	 Negara Asal 

No. Paspor 

B. SUMBER PENGHASILAN 

Kegiatan Usaha 

Merk Dagang/Usaha 

Memiliki Karyawan 

Metode Pembukuan/Pencatatan 

C. ALAMAT 

Alamat tempat tinggal : 

Jalan 

Ya 
	 Tidak 

Pembukuan 
	 Pencatatan 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/ Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Kode Pos 

Propinsi 

Nomor Telepon/Handphone 

2 

	

	Alamat Domisili sesuai KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal ): 

Jalan 

RT/RVV 

No. Faksimile 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Kode Pos 

Propinsi 

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile 



3. 	Alamat Tempat Usaha : 

Jalan 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Kode Pos 

Propinsi 

Nomor Telepon/Handphone 

RT/RW 

No. Faksimile 

D. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa 
yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. 

Telah diteliti : 
	 Petugas, 

	 Lengkap dan Benar 

WP Belum Terdaftar Sebelumnya 

Keterangan : 
Lembar : 1 BPRD 

2 Wajib Pajak 

, tangg al 
Pemohon, 

NIP 



No. Faksimile 

RT/RW 

(dust oleh petugas) 

LJ 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	 FORMAT 2 

Jalan Abdul Muis No. 66, Telepon 3865580-3865585 Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarta.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos: 10160 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN 

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL /CETAK. 1st atau bed tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk) 

Jenis Pendaftaran : 
	 Permohonan Wajib Pajak 

	 Pendaftaran Secara Jabatan 

Nomor LHV/LHP : 

Kategori 
	

1. Badan 

2. Bendahara 

3. Penyelenggara Kegiatan 

Status Pusat /Cabang 
	 Pusat 

	
Cabang 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK (selain Bendahara) 

1. 	Bentuk Badan 
	 1. Perseroan Terbatas (PT) 

	 2. Perseroan Komanditer (CV) 
	 3. Perseroan lainnya 

4. BUMN/BUMD 
	 5. Firma (Fa) 

	 6. Kongsi 

7. Koperasi 
	 8. Persekutuan 

	 9. Lainnya 	  

2. Permodalan/ Kepemilikan 
	 PMA 
	

PMDN 
	

Pemerintah 
	

Lainnya 

3. Nama Wajib Pajak 

4. Alamat tempat Kedudukan : 

Jalan 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Kode Pos 

Propinsi 

Telepon/Faksimile dan E-mail : 

Nomor Telepone 

E-mail 

5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir : 

Nomor Akte 

TempatiTanggal Akte 	(tgl-bln-thn) 

Nama Notaris 

Nomor Akte Perubahan 

7. Jenis Usaha/ Kegiatan 

8. Merk Dagang/Usaha 

10 NPWP 



9. identitas Pimpinan/Penanggung Jawab : 

Nama 

Jabatan 

Kebangsaan 

NPWP 

Alamat domisili : 

Jalan 

Indonesia 

Asing 

NIK : 

Negara asal : 

No. Paspor : 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Propinsi 

Kode Pos 

Nomor Telepon 

Nomor Handphone 

E-mail 

B. BENDAHARA 

1. Nama Resini Jabatan Bendahara 

2. Nama Satuan Kerja/Instansi 

3. NOMOI Surat Penunjukan 

4, 	Alamat Satuan Kerja/Instansi : 

Jalan 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Kode Pos 

Propinsi 

Nomor Telepon/ Handphone 

Identitas Pejabat Bendahara : 

5. Nama Pegawai yang ditunjuk 

sebagai bendahara : 

NIK 

NPWP orang pnbadi pejabat Bendahara: 

RT/RW 

No. Faksimile 

RT/RW 

No. Faksimile 



6. 	Alamat domisili 

Jalan 

Blok 

Nomor 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kota/Kabupaten 

Propinsi 

Kode Pos 

Nomor Telepon 

Nom or Handphone 

E-mail 

C. PERNYATAAN 

          

          

          

   

RT/RVV 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

No. Faksimile 

   

          

          

          

          

          

          

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa 
yang telah saya beritahukan di alas adalah benar dan lengkap. 

, tanggal 

Pemohon, 

I 	I Lengkap dan Benar 

WP Belum Terdaftar Sebelumnya 

NIP 

Telah diteliti : 
	 Petugas, 

Keterangan : 
Lembar : 
	1 BPRD 

2 Wajib Pajak 



  

FORMAT 3 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA 	 
Jalan 	Telepon 	Faksimile 	 

 

 

Kode Pos 	 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 

KENDARAAN BERMOTOR 

Nomor • 	 

I. Data Objek Pajak : 

a. Nomor Kendaraan 
b. Merek 
c. Type 
d. Jenis Kendaraan 

e. Tahun buat/Perakitan 
f. Besar Isi Cylinder 
g. Warna Kendaraan 
h. Nomor Rangka 
I. Nomor Mesin 
j. Nomor BPKB 
k. Negara Pembuat 
I. 	Warna Dasar TNKB 
m. Bahan Bakar 

: 	B 	  

a. A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 
b. A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 
c. A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Pusat) 
d. A-4 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Daerah) 
e. A-5 Sedan, Jeep, Station Wagon (TNI/POLRI) 
f. B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 
g. B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 
h. B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah Pusat) 
i. B-4 Bus, Micro Bus (Pemerintah Daerah) 
j. B-5 Bus, Micro Bus (TNI/POLRI) 
k. C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 
I. 	C-2 Truck, Pick Up (Umum) 
m. C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah Pusat) 
n. C-4 Truck, Pick Up (Pemerintah Daerah) 
o. C-5 Truck, Pick Up (TNI/POLRI) 
p. D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 
q. D-2 Kendaraan Khusus (Umum) 
r. D-3 Kendaraan Khusus (Pemerintah Pusat) 
s. D-4 Kendaraan Khusus (Pemerintah Daerah) 
t. D-5 Kendaraan Khusus (TNI/POLRI) 
u. E-1 Sepeda Motor (Pribadi) 
v. E-2 Sepeda Motor (Pemerintah Pusat) 
w. E-3 Sepeda Motor (Pemerintah Daerah) 
x. E-4 Sepeda Motor (TNI/POLRI) 
y. F Mikrolet 
z. G 	Kendaraan Roda Tiga 
aa. H-1 Minibus (Pribadi) 
ab. H-2 Minibus (Pemerintah Pusat) 
ac. H-3 Minibus (Pemerintah Daerah) 
ad. H-4 Minibus (TNI/POLRI) 

CC 

( jika ada ) 

Hitam 	 Kuning 
	Merah 
	

( jika ada ) 
Bensin 	 Solar 
	Gas 
	Lain-lain 

( jika ada ) 
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II. Data Waiib Pajak  
a. Nama Wajib Pajak 
b. Alamat 

       

       

       

   

RT 	 RW 	 Kode Pos • 	 

 

 

c. Kelurahan 

       

        

 

III. Perubahan Data Objek Pajak  : 

    

         

( jika ada ) a. Nomor Kendaraan 
b. Merek 
c. Type 
d. Jenis Kendaraan 

B. 	  

e. Tahun buat/Perakitan 
f. Besar lsi Cylinder 
g. Warna Kendaraan 
h. Nomor Rangka 
i. Nomor Mesin 
j. Nomor BPKB 
k. Negara Pembuat 

I. Warna Dasar TNKB : 
m. Bahan Bakar 

        

 

CC 

      

       

        

        

     

( jika ada ) 

  

       

Hitam 	Kuning 
Bensin 	 Solar 

 

Merah 
Gas 

( jika ada ) 
Lain-lain 

  

IV. Perubahan Data Wajib Pajak  : ( jika terjadi perubahan ) 

a. Nama Wajib 
b. Alamat 

RT 	 RW 
	

Kode Pos • 	 
c. Kelurahan 
d. Kecamatan 

• e. Kota/Kabupaten 
f. No. Telpon/HP/Faks • 
g. No. Pen./NPWP. 	• 

V. Keterangan Lain — lain  : 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP  	 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap 

- lembar 1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
2. Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMAT 4 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 

Website bprd.jakarga.go.id  
JAKARTA 

Kode Pos : 10160 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK HOTEL 

Nomor • 	  

Unit Pengelola 
(Diisi oleh petugas) 

L Data Objek Pajak  : 

1. Jenis Permohonan 	LI Pendaftaran Baru 	LI Perubahan Data 
2. Nama Objek Pajak 
3. Alamat 

RT 	 RW  	Kode Pos 	  
4. Kelurahan 
5. Kecamatan 
6. Kota/Kab. Adm 
7. Nomor Telepon 
8. TMT Operasi 
9. NOP PBB 

IL Data Waiib Paiak  : 

1. Nama Badan Hukum 
2. NPWPD 

Data Usaha: 

1. Status Usaha 

2. Klasifikasi Hotel 

1. 2. Cabang Induk 

1. Bintang Lima Berlian 7. Melati Tiga 
2. Bintang Lima 8. Melati Dua 
3. Bintang Empat 9. Melati Satu 
4. Bintang Tiga 10. Rumah Kost. 
5. Bintang Dua 11 	 
6. Bintang Satu 12 	 

3. 	Luas Tempat Usaha   m2 

4. 	Luas Bangunan   m2 

5. 	Status Kepemilikan 	: 	a. Milik Sendiri 
b. Sewa / Kontrak 
c. Bagi Hasil 

6. Jumlah Kamar   Kamar 
7. 	Type dan Tarif Kamar : 	1. Type Standar, 	 Kamar, Tarif Rp. 	 

2. Type 	  Kamar, Tarif Rp. 	 
3. Type 	  Kamar, Tarif Rp. 	 
4. Type 	  Kamar, Tarif Rp. 	 

8. 	Bukti Pembayaran 	a. Bon/Bill 
b. Struk/Register 
C. 	 

9. 	Alat Transaksi/Cash 
	a. Merk... 

Register 
	 b. Type... 

c. Jumlah.... Unit 
d. 	 



10. Fasilitas Hotel a.  
b.  
C. 
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  

J. 
k. 

Persewaan Ruangan 
Fitness Center 
Restoran 
Kolam Renang 
Lapangan Ten is 
Klub Malam/Karaoke 
Diskotik 
Pub/Bar/Kale 
Spa 

dikelola sendiri : YafTidak 
dikelola sendiri : Ya /Tidak 
dikelola sendiri : YafTidak 
dikelola sendiri : YafTidak 
dikelola sendiri : Ya/Tidak 
dikelola sendiri : Ya/Tidak 
dikelola sendiri : YafTidak 
dikelola sendiri : YafTidak 
dikelola sendiri : Ya/Tidak 

    

    

11. a. Fasilitas Parkir 	Ada/Tidak 
b. Kapasitas Parkir 	: 1). Mobil 	 unit 

	

2). Motor 	  unit 
c. Pengelola Parkir 	• 
d. Dipungut Bayaran 	: YafTidak 

12. Jenis Perizinan a. Izin Pariwisata Nomor 	  masa berlaku 	 
b. lzin Undang-Undang Gangguan 	 masa berlaku 	 
c. lzin Sumur Bor Artesis Nomor 	 masa berlaku 	 
d. lzin MengeIola Parkir Nomor 	 masa Berlaku 	 
e. lzin Reklame 	  masa Berlaku 	 

IV. Keterangan Lain-lain: 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP 	  

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 

Nama JelasiTanda tangan/Cap 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 5 

Kode Pos : 10160 

SURAT PEN DAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK RESTORAN 

Nomor • 	  

Unit Pengelola 
(Diisi oleh petugas) 

I. Data Objek Pajak 

1.  
2.  

Jenis Permohonan 
Nama Objek Pajak 

:E Pendaftaran Baru Perubahan Data 

3.  Alamat : Jalan 	  
Gedung/Mall 	  Lt. 	 Blok 	 No. 	 

4.  Kelurahan 
5.  Kecamatan 
6.  Kota/Kab. Adm 
7.  Nomor Telepon 
8.  TMT Operasi 
9.  NOP PBB 

II. Data Wajib Pajak  

1. Nama Badan Hukum 
2. NIK/NPWP 
3. NPWPD 

III. Data Usaha  

1. 	Status Usaha 
	 1. Induk 

	
2. Cabang 

2. Jenis Masakan Utama 

3. Luas Tanah/Bangunan 

4. Luas Tempat Usaha 

5. Status Kepemilikan 
Tempat Usaha 

6. Jam Operasi 

7. Bukti Pennbayaran 

8. Alat Transaksi ICash 
Register 

a. Masakan Indonesia 	e. Masakan Amerika / Eropa 
b. Fast Food/Cepat Saji 	f. Chinese/Japanesse/Korean Food 
c. Sea Food 	 9. 	  
d. Masakan Padang 

Tanah • 	  m2 	Bangunan • 	 m2 

M2 

a. Milik Sendiri 
b. Sewa / Kontrak 
C. 	Bagi Hashl 

a. Jam 	  s.d. jam 	  
b. Jam 	  s.d jam 	  

a. Bon/Bill 
b. Struk/Kas Register 
C. 	  

a. Merk 	 
b. Type 	 
c. Jumlah 	 unit 
d. 	 

Fasilitas Penunjang a. 
b, 
C. 
d.  
e.  
f.  

Ruang Pertemuan 
Musik Hidup 

     

     

     

     



10. Jumlah Meja/Kursi   meja/ 	 kursi 

11. a. Fasilitas Parkir 	Ada/Tidak 
b. Kapasitas Parkir 	: 	1). Mobil • 	 unit 

2). 	Motor:     unit 
c. Pengelola Parkir 
d. Dipungut Bayaran 	: YaiTidak 

12. Jenis Perizinan a. Izin Pariwisata Nomor 	  masa berlaku 	 
b. Izin Undang-Undang Gangguan 	 masa berlaku 	 
c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor 	 masa berlaku 	 
d. Izin Mengelola Parkir Nomor 	masa berlaku 	 
e. Izin Reklame 	masa berlaku 	 
f. 	  

IV. Keterangan Lain-lain: 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP 	 Nama JelasiTanda tangan/Cap 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website: bprdjakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

FORMAT 6 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK HIBURAN 

Unit Pengelola 
(Diisi oleh petugas) 

Nomor • 	  

I. Data Obiek Pajak : 

1.  Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data 
2.  Nama Objek Pajak 
3.  Alamat 

RT 	 RW 	 Kode Pos 	 
4.  Kelurahan 
5.  Kecamatan 
6.  Kota/Kab. Adm 
7.  Nomor Telepon 
8.  TMT Operasi 
9.  NOP PBB 

II. Data Wajib Paiak : 

1. Nama Badan Hukum 
2. NIK/NPWP 
3. NPWPD 

III. Data Usaha  

1. Status Usaha 

2. Jenis Hiburan 

3. Sifat Pertunjukan 

4. Luas Tanah/Bangunan : 

5. Luas Tennpat Usaha 

6. Status Kepemilikan 
Tempat Usaha 

7. Jam Pertunjukan/Operasi: 

1. lnduk 
	

2. Cabang 

a. Tontonan Film, golongan bioskop 	  
b. Pagelaran kesenian, musik, tan, dan/atau busana 
c. kontes kecantikan 
d. Pameran 
e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 
f. Sirkus, akrobat, dan sulap 
g. Permainan bilyar, golf, dan bowling 
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center) 
j• 
k. 

Pertandingan Olah Raga 
Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, 
taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam 
pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya 

I. Hiburan Lainnya • 	  

Rutin/Insidental 

Tanah • 	  m2 Bangunan • 	  m2. 

rn2 

a. Milik Sendiri 
b. Sewa / Kontrak 
c. Bagi Hasil 

a. Jam 	  s.d. jam 	  
b. Jam 	  s.d. jam 	  
c. Jam 	  s.d. jam 	  
d. Jam 	  s.d. jam 	  



5. Fasilitas Penunjang 

a. Tiket/Karcis Rp. 	  
b. Menggunakan Cover Charges Rp 	  
c. Kartu Anggota/Members Card Rp 	 
d. Coin Rp. 	  
e. Ruangan/Kamar 

1) 	  Kamar / Rp 	 
2) 	  Kamar / Rp 	 
3) 	  Kamar / Rp 	 
4) 	  Kamar / Rp 	 

a. Bon/Bill 
b. Struk/Kas Register 
C. 	  

a. Merk 	 
b. Type 	 
c. Jumlah 	 unit 
d. 	 

a. Jumlah Tempat Duduk 	  
b. Jumlah Mesin 	  
c. Jumlah Meja 	  
d. Jumlah Jalur 	  
e. 	  

a.  
b.  
C. 
d. 

: 	Ada/Tidak ada 
• 1). Mobil 	  unit 

2). Motor 	  unit 

: Ya/Tidak 

: a. Izin Pariwisata Nomor 	  masa berlaku 	 
b. Izin Undang-Undang Gangguan 	 masa berlaku 	 
c. Izin Sumur Bor Artesis Nomor 	 masa berlaku 	 
d. Izin Mengelola Parkir Nomor 	 masa berlaku 	 
e. Izin Reklame 	  masa berlaku 	 
f. 	 

8. Jenis dan Tarif 

9. Bukti Pembayaran 

10. Alat Transaksi ICash 
Register 

11. Kapasitas 

13. a. Fasilitas Parkir 
b. Kapasitas Parkir 

c. Pengelola Parkir 
d. Dipungut Bayaran 

14. Jenis Perizinan 

IV. Keterancian Lain-lain: 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Petugas Penerima, 

Jakarta, 	  

Wajib Pajak/Penangung Pajak, 

NIP 	 

Keterangan : 
Lennbar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 
3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Nama Jelasfranda tangan/Cap 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website: bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 7 

Kode Pos: 10160 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK REKLAME 

Nomor 	  
Unit Pengelola 
Jenis Permohonan 

  

:LI Pendaftaran Baru 	LI Perpanjangan 

I. Data Pemilik : 

1. Nama pemilik 
2. Alamat 

RT 	 RW  	Kode Pos 	  
3. Kelurahan 
4. Kecamatan 
5. Kota/Kab. Adm 
6. Nomor Telepon 

IL Data Wajib Paiak : 

1.  
2.  

Nama Badan Hukum 
Alamat Badan Hukum 

RT  	RW 	 Kode Pos 
3.  Nama Pemilik/ 

Penanggung Pajak 
4.  Alamat 

RT  	RW 	 Kode Pos 
5.  Kelurahan 
6.  Kecamatan 
7.  Kota/Kab. Adm 
8.  No. SK Pendaftaran 

Biro Reklame 
9.  No Telepon/HP/Faks 
10.  NIK/NPWP 
11.  Email 

III. Data Reklame: 

1. Teks Reklame 

2. Jenis Reklame 

     

     

a. Papan/Billboard/Megatron/ 
Videotron/LED 

b.  
c. Kain 
d. Melekat/Sticker 
e. Selebaran 
f. Berjalan/kendaraan 
g. Udara 

h. Suara 

  

 

i. Slide/Film 
j. Peragaan 
k. Apung 
I. Grafiti 
m. Reklame lain 

3. AlamatiTempat Pemasangan 
a. Nama Tempat 
b. Alamat Pemasangan 

RT 	 RW 	 Kode Pos 	  
c. Kelurahan 
d. Kecamatan 
e. Kota/Kab. Adm 

4. 	Status Lokasi Pemasangan 

      

      

      

: 	a. Dalam sarana dan prasarana Kota: 
1). Bahu jalan / berm jalan 
2). Shelter bus 
3). Jembatan Penyeberangan Orang (JP0) 
4). Taman kota atau jalur hijau 
5). Pos jaga Polisi 
6). Jam Kota 



7). Terminal dan pangkalan angkutan 
8). Gelanggang olah raga 
9). 	  

b. Luar sarana dan prasarana Kota: 
1). Di atas bangunan 
2). Menempel pada bangunan 
3). Di halannan 
4). 	  

	

c. Pada Kendaraan No. Pol. : B. 	  

5. Kode/Kelas Jalan 

 

( diisi oleh petugas ) 

 

6. Tata Letak Pemasangan Reklame:a. Luar Ruang : 

1). Menempel di bangunan tidak lebih dani 
2). Di atas bangunan 
3). Di persil/Tanah 
4). Menempel/menjorok di bangunan lebih 

b. Dalam ruang. 

	

7. 	Ukuran Reklame 	 Panjang 	m X Lebar 	 
Panjang 	m X Lebar 	 
Panjang 	m X Lebar 	 
Panjang 	m X Lebar 	 
JUMLAH LUAS REKLAME 

	

8. 	Tinggi Reklame (dani tanah sannpai dengan ambang 
bawah bidang reklame ) 

0,50 m2  

dan i 0,50 m2 

	M2 

	M2 

9. Ketinggian reklame (dani tanah sampai dengan ambang 
atas bidang reklame ) 

10. Jumlah rencana anggaran biaya 
(RAB) dan i pemegang SIBP 	: Rp 	 

11. Melebihi Sempadan Jalan   m X 

12. Jumlah Muka 

13. Jumlah Pemasangan   lembar 

14. Masa Pajak 	 : a. Papan/BillboardiMegatronNideotron/LED • 	 hari 
b. Kain   hari 
c. Melekat/Sticker 	 cm2 
d. Selebaran   lembar 
e. Berjalan termasuk kendaraan   hari 
f. Udara   bulan 
g. Suara   detik 
h. Slide/Film 	detik 
i. Peragaan 	  hari/kali 

15. Jangka Waktu Pemasangan 	tanggal 	 
16. Jenis Produk Reklame 	: a. Rokok 

  

s.d. tanggal 	 
q. Produk Perbankan 
r. Produk Automotif 
s. 	  

 

   

b. Minuman beralkohol 
c. Produk Makanan/Minuman 
d. Produk Kencantikan 

 

V. Keterangan Lain-lain: 

    

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP  
	

Nama JelasfTanda tangan 
Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 

m 	 m2  



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 8 

Kode Pos 10160 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 

PAJAK PARKIR 

Nomor 	  

Unit Pengelola 
(Diisi oleh petugas) 

I. Data Objek Pajak: 

1.  Jenis Permohonan : El Pendaftaran Baru Perubahan Data 
2.  Nama Objek Pajak 
3.  Alamat 

RT 	 RW 	 Kode Pos 	 
4.  Kelurahan 
5.  Kecamatan 
6.  Kota/Kab. Adm 
7.  Nomor Telepon 
8.  TMT Operasi 
9.  NOP PBB 

II. Data Wajib Pajak: 

1.  
2.  

Nama Badan Hukum 
Alamat Badan Hukum 

RT  	RW 	 Kode Pos 
3.  Nama Pemilik/ 

Penanggung Pajak 
4.  Alamat 

RT  	RW 	 Kode Pos 
5.  Kelurahan 
6.  Kecamatan 
7.  Kota/Kab. Adm 
8.  No Telepon/HP/Faks 
9.  NIK/NPWP 
10.  NPWPD 
11.  Email 

III. Data Usaha : 

1. Status Usaha 

2. Lokasi/Luas Tempat 

1. lnduk 
	 2. Cabang 

: a. Dalam Gedung • 	 m X 	 m X 	 Lt = 
b. Halaman/Pelataran : 	 m X 	m = 

	 M2 
	 rn2 

3. Kapasitas/Daya tampung 

4. Tarif 

5. Jumlah Pintu Masuk 

6. Sistem Pemungutan 

a. Mobil = 	 unit 
b. Motor = 	 unit 

a. Mobil: 1). jam pertama 	Rp 	  

	

2). tiap jam berikutnya Rp 	  
b. Motor: 1). jam pertama 	Rp 	  

	

2). tiap jam berikutnya Rp 	  

	 buah 

: a. Komputer 
b. Manual 
C. 	 

  

   



7. Alat Transaksi ICash 
Register 

	

: a. Merk 	 
b. Type 	 
c. Jumlah 	 unit 
d. 	 

8. 	Nomor Izin Pengelolaan   masa berlaku s.d 	  

IV. Keterancian Lain-lain: 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beni 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP 	 Nama Jelas/Stempel 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 9 

Kode Pos: 10160 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) 

Nomor • 

I. Data Objek Pajak 

a. Jenis Objek 
b. Sumber Tenaga Listrik 

c. Jumlah Mesin Pembangkit 
Tenaga Listrik 

d. Kapasitas Mesin Pembangkit 
Tenaga Listrik 

e. Jumlah Penggunaan 
Tenaga Listrik 

Penggunaan / Pemakaian Tenaga Listrik 
1). Air 	 3). Nuklir 
2). Uap 	 4). Gas 

	  buah. 

	  KVA 

	  KWH/bulan 

f. Jumlah Pelanggan 	 : 	1). Industri   Pelanggan 
2). Komersial   Pelanggan 
3). Runnah Tangga   Pelanggan 
4). Pemerintah   Pelanggan 
5). Pelanggan 

f. Alamat/Lokasi Objek 

g. Kelurahan 
h. Kecamatan 
i. Kota /Kab. Adm. 

II. Data Wajib Pajak 

a. Nama Wajib Pajak 
b. Alamat Wajib Pajak 

c. Kelurahan 
d. Kecamatan 
e. Kota/Kabupaten 
f. No. Telpon/HP/Faks 
g. NIK/NPWP 
h. Email 

RT 	 RW 	Kode Pos 	  

RT 	 RW  	Kode Pos 	  

Keteranqan Lain-lain:  

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya 
beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Jakarta, 	  

Petugas Penerima, 	 Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

NIP 	 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 PT PLN Disjaya & Tangerang 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website: bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 10 

Kode Pos 10160 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) 

Unit Pengelola 
(Diisi oleh petugas) 

Nomor • 	  

Nomor Objek Pajak Daerah 	 

Tanggal Penunjukan 
Tanggal Mulai Operasi 

• 

I. DATA PERUSAHAAN : 

1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 

3. NPWP 
4. Nomor Telepon 
5. Kode Pos 
6. Kelurahan 
7. Kecamatan 
8. Kota/Kab. Adm 
9. Status Badan Usaha : 	a. BUMN 	c. Perseroan Terbatas 	e. Perusahaan Publik (Tbk) 

b. BUMD 	d. CV 	 f. 	  
II. DATA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB : 

1. Nama Pemilik/ 
Penanggung Pajak 

2. NIK/NPWP 
3. NPWPD 

III. DATA UMUM : 

1. Perizinan 
a. S.I.U.P 	 . 

. b. U.U.G 	 • 
c. Dinas Pertambangan : 

Nomor 	  
Nomor 	  
Nomor 	  

Akhir masa berlaku 	 
Akhir masa berlaku 	 
Akhir masa berlaku 	 

d. Dinas Tata Kota 
e. Dinas Perindag 
f. BPLHD 
g. Dep. Perhubungan 

: Nomor 	  
Nomor 	  
Nomor 	  
Nomor 	  

Akhir masa berlaku 
Akhir masa berlaku 
Akhir masa berlaku 
Akhir masa berlaku 	 

h. Dep. ESDM • . Nomor 	  Akhir masa berlaku 	 
i. Dep. Perindustrian • . Nomor 	  Akhir masa berlaku 	 
j. Dep. Perdagangan - . Nomor 	  Akhir masa berlaku 	 
k.  - Nomor 	  Akhir masa berlaku 	 
I. • Nomor 	  Akhir masa berlaku 

2. Sumber Bahan Bakar 1. Dalam Negeri 
Minyak 2. Luar Negeri  	( import ) 

3. Sumber Tenaga Listrik 1. PLN : Kapasitas 	  Kwh 
2. Genset : Kapasitas 	  Kwh 

4. Sumber Air yang 1. PAM : Kapasitas 	  m3  
digunakan 2. Air Tanah : Kapasitas 	  m3 



5. Jumlah Karyawan 

6. Lokasi Transaksi DO 

7. Jam Operasional 
8. Status Ternpat Usaha 

IV. DATA USAHA 

1. Lokasi Ternpat Usaha/ 
Penampungan BBM/ 
Kilang 

2. Koorbisnis Usaha 

3. Jenis Tempat Penyaluran : 

4. Jumlah SPBU 
5. Kapasitas SPBU 

1. Top Manager Orang 
2. Midle Manager Orang 
3. Low Manager Orang 
4. Staff Orang 
5. Employe Orang 
1. Kantor Pusat 
2. Kantor Cabang 
3 	  

1. Milik sendiri 
2. Sewa : Akhir masa sewa 
3. Kontrak : Akhir masa kontrak • 	 
4. Bagi Hash l : Akhir masa bagi hashl • 

1. Penyedia Bahan Bakar 
2. Penyalur Bahan Bakar 
3. Pengecer Bahan Bakar 
4. 	  
1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar ABRI (SPBA) 
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI) 
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Apung 
5. Stasuin Pengisian Bahan Bakar Bandara / Pesawat 
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kapal Laut 
7. Bungker 

	

8 	  

	

9 	  

	

10. 	  
	  di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

Nama & 
Alamat 
SPBU 

Kapasitas 
penampung 

an 

Jumlah 
Pompa 

Jumlah 
Selang 

Luas 
SPBU 

Jumlah KBM 

Mobil Motor 

6. Jenis Bahan Bakar 

7. Harga Bahan Bakar 

1.  	6. 	  
2  	7 	  
3  	8 	  
4  	9 	  
5  	10. 	  

Jenis BBM 
Harga 
Pokok 

Tax Marg
in Harga 

Jual PPn PBB-KB 



8. Jumlah Tempat Penam-
pungan Bahan Bakar 

Nama Penampungan Kapasitas 

9. Kapasitas Penampungan : 1. Premium/ 	  = 	  Ton ltr 
2. Solar/ 	  = 	  Ton It 
3. Pertamax/ 	  = 	  Ton ltr 
4. Pertamax Plus/ 	 = 	  Ton ltr 
5. B B G = 	  Ton ltr 
6. Avtur = 	  Ton ltr 
7. Avgas = 	  Ton ltr 
8. Lainnya 	  = 	  Ton ltr 

10. Jumlah Bahan Bakar 1. Premium/ 	  = 	  It 
'yang disalurkan per hari 2. Solar/ 	  = 	  It 

3. Pertamax/ 	  = 	  It 
4. Pertamax Plus/ 	 = 	  ltr 
5. B B G = 	  ltr 
6. Avtur = 	  Itr 
7. Avgas = 	  It 
8. Lainnya 	  = 	  ltr 

11. Jenis Pajak yang telah 
dibayarkan 

1. Pajak Pertambahan Nilai 
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
3. Pajak Reklame 
4. Pajak Bumi dan Bangunan 
5. Pajak Air Tanah 

V. DATA PEMBAYARAN DAN TUNGGAKAN UNTUK MASA TAHUN BERJALAN : 

Tahun Pajak 
20 	 
20 	 
20 	 
20 	 
20 	 

Ketetapan 

 

Pembayaran 	 Tunggakan 

     

     

     

     

     

IV. Keteranqan Lain-lain: 

Jakarta, 	  

Wajib Pajak, 	 Petugas, 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Penyedia Bahan Bakar 



Kode Pos: 10160 

FORMAT II PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66, Telepon 3865580-3865585 Faksimile 3865788 

Website bprd jakart2..go.id  

JAKARTA 

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN 

No. Formulir 

Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib 
Pajak 
beri tanda silang pada kolom yang sesuai 

UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

	

1. 	JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3 Penghapusan data 

PROV KOTA/KAB KEC KEL BLOK NO URUT KODE 

2 NOR 

	

3. 	NOP BERSAMA 

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU 

NOP ASAL 

5. NO. SPPT LAMA 

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK 

6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV/ NOMOR 

8. KELURAHAN 9. RT 10 RVV 

11. KECAMATAN 

C. DATA SUBJEK PAJAK 

12. STATUS 1. Pemilik 2 Penyewa 3. Pengelola Pemakai 5 Sengketa 

13. PEKERJAAN 1 PNS*) 2. TNI/POLRI*) 3. Pensiunan *1 4. Badan 5. Lainnya 

14. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NPWP 

16. NAMA JALAN  17. BLOK / KAV / NOMOR 

18. KELURAHAN  19 RT 20 RW 

21. KECAMATAN  

22. KOTA / KAB - KODE POS 

23 NPVVPD 24. Nomor Telepon / HP 

25. NOMOR KTP 26. Email 

D. DATA TANAH 

28. ZONA NILAI TANAH 

27 	LUAS TANAH (Ma) 

29. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling siap bangun 3. Tanah kosong 4. Fasilitas Umum 

1 	I 5. Tanah Perairan 

Catatan • *) yang penghasilannya semata-mata berasal dart gaji atau uang pensiun 

BPRD - P8601 Dilanjutkan ke halaman berikutnya 



E. DATA BANGUNAN 

30. JUMLAH BANGUNAN 

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK 

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ml termasuk lamplrannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenamya, sesuai 
dengan 	  

31. NAMA SUBJEK PAJAK/ 	 32. TANGGAL 
KUASANYA 

33 TANDA TANGAN 

- Dalam hat bertindak selaku kuasa Surat Kuasa harap dilampirkan 
- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek pajak, supaya menggambarkan sket/denah lokasi objek pajak 
- Batas waktu engembalian SPOP 30 (1.a puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentan 

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB 
• • Ketentuan Umum Pa ak Daerah 

PETUGAS PENDATA 
	 MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 

	

34. 	TANGGAL (TGL/BLN/THN) 

	

36. 	TANDA TANGAN 

	

38. 	NAMA JELAS 

40. NIP 

1 	1 / 1 	I 	1 / 1 	1 35. TANGGAL (TGLJBLN/THN) 

37. TANDA TANGAN 

39. NAMA JELAS 

41. NIP 

1 	1 /1 	1 	Ii!  1 

   

   

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK 

Contoh Penunai baran 

Keterangan : 

Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan 
jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh 
umum 

- 	Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur, dan barat 
	 It. Kennci 

all Sabi 
Kuno 

Boman 



_ 
LAMPIRAN : SURAT PEIVIBERITAHUAN 013JEK PAJAK BUM! DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 	 FORMAT 12 

No. formulir 

I. 	JENIS TRANSAKSI E ,. Perekaman Data 	 2. Pemutakhiran Data 	n 	3. Penghapusan data 

4. Penilaian Individual 	 • 

PROV KOTA/KAB 	KEC 	KEL 	BLOK 	NO. URUT 	KODE 	3. JUMLAH BNG 

2. 	NOP F1 
4. BANGUNAN KE 

A. RINCIAN DATA BANGUNAN 

JENIS PENGGUNAAN 5. 
BANGUNAN 

1 

I 

I1 

I I 

I I 

1. Perumahan 	 I 

1 	
4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 	I 

I 	7. Hotel / wisma / Resto 	I 

10. Lain-lain 

13. Apartemen Strata Title 

16. Tempat 	Penampungan/ 
Kilang 	Minyak, 	Air, 	Gas, 
dan Pipa Minyak 

19. Jalan tol dan sejenisnya 

22. Kolam Renang 

25. Jalan lingkungan yang terletak 
pabrik 	dan 	emplasemennya 
kompleks bangunan tersebut 

1 

I 

I 

I 	I 

dalam 

2. Perkantoran swasta 

5. Rumah sakit/klinik 

8. Bengkel/Gudang/Pertanian 

11. Bangunan tdk kena pajak 

14. Rumah Susun 

17. Gedung Sekolah 

20. Perguruan Tinggi 

23. Galangan Kapal/Dermaga 

satu kompleks bangunan seperti 
yang 	merupakan 	satu 	kesatuan 

I  

I 

hotel, 
dengan 

3. Pabrik 

6. Olahraga/Rekreasi 

9. Gedung Pemerintah 

12. Bangunan Parkir 

I 	15. SPBU dan sejenisnya 

18. Tower dan sejenisnya 

21. Menara 

I 	24. Taman Mewah 

6. 	LUAS BANGUNAN (Ma) 7. JUMLAH LANTAI 

8. 	TAHUN DIBANGUN 

9. 	TAHUN DIRENOVASI 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) 

11. 	KONDISI PADA UMUMNYA 	I 

12. 	KONSTRUKSI 

13. 	ATAP 

14. 	DINDING 

15. 	TANTA! 

16 	LANGIT-LANGIT 

1 

[ 	 

1 	 

i. Sangat Baik 

1. Baja 

1. Decrabon/ 
Beton/Gtg 
Glazur 

1. Kaca Alumunium 

1 	1. Marmer 

1 	1. Akustik/jati 

1 	 

1 	
[ 	 

2. Balk 	 1  

2. Beton 

2. Gtg Beton 	1 
/Alumunium 

2. Beton 1 	
1 

1 	2. Keramik 

1 	2. Triplek/Asbes 
bambu 

1 

1 

3. Sedang 

3. Batu Bata 	1 

3. Gtg. BiasaiSirap 

1 	
3. Batu bata 
/Conblok 

3. Teraso 

3. Tidak ada 

1 

ri 

4. Jelek 

4. Kayu 

4. Asbes 	 1 

4. Kayu 

4. Ubin PC/papan 	 

5. Seng  

1 

1 	1 

5. Seng 

5. Semen 

B. FASILITAS 

17. 	JUMLAH AC Split Window Sealing 18. 	AC Sentra! 1. Ada 2. Tidak ada 

19. LUAS KOLAM RENANG (Ma) 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) 

Ringan Beret 

1 	1 1. Diplester 2. Dengan pelapis 

Sedang 
Dengan penutup lantai 

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS 	DGN LAMPU TANPA LAMPU 22.  JUMLAH LIFT 23.  JUMLAH TANGGA BERJALAN 

Beton Penumpang 

Aspal Kapsul Lbr <0.80 M 

Tanah Barang Lbr > 0,80 M 
liat/rumput 

24. PANJANG PAGAR (M) 
PEMADAM 25.  KEBAKARAN 

1. Hydrant 1. Ada 	1 	12. Tidak ada 

BAHAN PAGAR 1. Baja/besi 

3. Kombinasi 

2. Bata/Batako I 	12, Sprinkle 

1 	13. Fire Alarm 

I 	11. Ada 	I 
1. Ada 

12. Tidak ada 

2. Tidak ada 



JUMLAH SALURAN PESAWAT 26. 27. 	KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) 
PABX. 

C. DATA TAMBAHAN UNTUK .JPB =.3/8 

I I 	PABRIK/BENGKEUGUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8) 

28. TINGGI KOLOM (M) I 
29. LEBAR BENTANG I 

30.  DAYA DUKUNG 33.  KELILING DINDING 33.  LUAS MEZZANINE (M') 

LANTAI (KG/M') (NA) 

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD 

I I 	PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG 

33. KELAS BANGUNAN 

PEMERINTAH (JPB = 2/9) 
1. Kelas 1 2. Kelas 2 	I 	I 	3. Kelas 3 4. Kelas 4 

 	TOKO/APOTIK/PASAR.RUKO (JPB =  4) 

34. KELAS BANGUNAN 	I 	I 	1. Kelas 1 	I 	I 	2. Kelas 2 	1 	1 	3. Kelas 3 

I I 	RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5) 

35. KELAS BANGUNAN 	I 	I 	1. Kelas 1 	i 	1 	2. Kelas 2 3. Kelas 3 	 4. Kelas 4 

36 LUAS KMR DGN AC LUAS RUANG LAIN
. 	 37. 

SENTRAL (M9 DGN AC SENTRAL (Ma) 

 	OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6)  

38. KELAS BANGUNAN 	I 	I 1. Kelas 1 	I 	1 	2. Kelas 2 

1 	I 	HOTELNVISMA (JPB = 7) 

39. KELAS BANGUNAN 	I 	I 

40. JML BINTANG 	I 	I  

1. Non resort 	1 	1 	2. Kelas 2 

1. Bintang 5 	1 	1 	2. Bintang 4 	I I 	3. Bintang 3 	I 	I 	4. Bintang 1 -2 	1 	1 	4. Non Bintang 

41 JML KAMAR . 
LUAS KAMAR DGN AC 41.  42. LUAS RUANG LAIN 
SENTRAL (M') DGN AC SENTRAL (M9 

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12) 

44. KELAS BANGUNAN 	I I 1. Tipe 4 1. Tipe 3 1 	1  3. Tipe 2 4. Tipe 1 

 	APARTEMEN (JPB = 13) 

45. KELAS BANGUNAN H ,. Kelas 1 	1 	1 	2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4 

46. JML APARTEMEN LUAS KAMAR DGN AC 47. 
48. LUAS RUANG LAIN 

SENTRAL (Ma) 	 DGN AC SENTRAL (M') 

I I 	TANGKI MINYAK (JPB = 15) 

49. KAPASITAS TANGKI (M') 50. LETAK TANGKI 	I 	I 	1. Di atas Tanah 	I 	I 	2. Di bawah Tanah 

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16) 

51. KELAS BANGUNAN 	I 	I 	1. Kelas 1 	I 	I 	2. Kelas 2 

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp.) 

52. 	NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL I 

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG 

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 

54. 	TGL KUNJUNGAN KEMBALI / / 59. 	TGL PENELITIAN  

55. 	TGL PENDATAAN / 1 	1 60. 	TANDA TANGAN 

56. 	TANDA TANGAN 
61. 	NAMAJELAS 

57. 	NAMAJELAS 62. 	NIP 

58 	NIP 



FORMAT 13 
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 

Website bprd.jakarga.go.id  
JAKARTA 

Kode Pos : 10160 

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK INDIVIDUAL 
	

No. Formulir 

1. JENIS TRANSAKSI 
	

1. Perekaman Data 
	 2. Pemutakhiran Data 

	 3. Penghapusan Data 

4. Penilaian Individual 

PROV 	KOTA/KAB KEG 
	

KEL 
	BLOK 
	NO. URUT 	KODE 

	 3. JML BGN 

2. NOP 
	 4. BANG KE 

1 	1 2. Perkantoran 

n5. RS/ Klinik 

[]8.  Bengkel/gudang/pertanian 
F711  Bang tidak kena pajak 

[114  Rumah Susun 

1 	1 17. Gedung Sekolah 

3. Pabrik 

T16.  Olahraga/rekreasi 
n9. Ged. Pemerintah 
n12. Bang. Parkir 
n15. SPBU dan sejenisnya 

n18. Tower dan sejenisnya 

6. KONDISI UMUM 

7. THN. SELESAI BANGUN 
1 	1 3. Sedang F14.  Buruk 

1 	1 	1 8. TAHUN RENOVASI 
F72.  Balk []  1. Sangat Balk 

1 	1 

10 JUML. LT. BASEMENT (Tidak termasuk Basement) 

m2 	 12 LUAS LT. BASEMENT 11111111  
Beton D Kayu Batu bata Baja 

m2 1 	1 	1 	1 
9. JUMLAH LT. BANG 

11. LUAS BANG UNAN 
(selain basement) 

13. KONSTRUKSI 1-7  

Str. 
Bsm. 

Str.  
Bsm. 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Str. 
Barn. 
Str. 
Bsm. 
Str. 
Bsm. 
Str 
Barn. 
Str. 
Barn. 
Str. 
I3SM. 

F7Pas  Celcon Juml Lt 

in  Beton 	Juml. Lt 
Pracetak 

ri  Kayu 	Juml. Lt 

[1 Wall 	Juml. Lt 
Paper 

nGranit 	Juml. Lt 
Impor 

F-7  Granit 	Juml. Lt 
lokal 

ri  Keramik 	Juml. Lt 
Std. 

Str. 
Bsm. 

Str. 
Barn. 
Str. 
Bsm. 
Str. 
Bsm. 

Str. 
Bsm. 

Str. 
Bsm. 

TiMarmer 
Impor 

riGranit 
lokal 

n Kaca 
Lokal 

ri  Cat 

F7Akustik 

	 Eternit 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

Juml. Lt 

FlAsbes 	Seng 
Gelombang 	Gelombang 	Strap 

Genteng 	 Genteng 
Tanah Liat 

I. IDENTITAS OBJEK 

1-120  Perguruan Tinggi 	 [721.  Menara 

1-123.  Pagar Mewah 	 n24. Galangan Kapal / Dermaga 

ri 26. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 
pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan 
kompleks bangunan tersebut 

5. JENIS PENGGUNAAN 1 1 1. Perumahan 

BANGUNAN 
	

n4. Toko/Apotik/Ruko 
1-17.  Hotel/Resto/Wisma 
n10. Lain-lain 

]13.  Apartemen strata title/ kondominium 

[]  16. Tempat Penampungan/ 
Kilang Minyak, Air, Gas, 
dan Pipa Minyak 

019. Jalan tot dan sejenisnya 
n22. Kolam Renang 

025. Taman Mewah 

II. DATA KOMPONEN UTAMA 

III. DATA KOMPONEN MATERIAL 
Gypsum 
Lokal 

El  Plywood 

Gypsum 	Str,  
Import 	Bsm 

FITripleks 	Str. 
Barn. 

Juml. Lt 

ri Pas 	Juml. Lt 
1/2 batu 

Seng 	Juml. Lt 

riKaca 	Juml. Lt 
Impor 

n Kaca 	Juml. Lt 
lokal 

Ei Marmer 	Juml. Lt 
Impor 

nMarmer 	Juml. Lt 
lokal 

ri  Cat 	Juml. Lt 

Granit 	Juml. Lt 
Impor 
Kaca 	Juml. Lt 
Impor 

riMarmer 	Juml. Lt 
Lokal 

nKeramik 	Juml. Lt 
Standar 

[]Gypsum 	Juml. Lt 

nTriplex + 	Juml. Lt 
Cat 

1 	1 Pelat 	[]Genteng  

	

Beton 	 Keramik 

Str. 
Barn. 

Str. 
Barn. 

Genteng 
Pres Beton 

Granit 
Impor 

Juml. Lt 	IStr. 
Bsm. 

riMarmer 
Impor 

Marmer Juml. Lt Str. ri Granit 
lokal Barn. Lokal 

Karpet Juml. Lt Str. rikeramik 
Impor Bsm. Standar 

EJVIniI Juml. Lt Str. 
Bsm. 

n karpet 
Lokal 

r'lLaniai Juml. Lt Str. El Pas Ubin 
Kayu Bsm. Abu abu 

nTeraso Juml. Lt Str. r-lSemen 
13SM. 

14. MATERIAL 
DINDING DALAM 

15 MATERIAL 
DINDING LUAR 

16. PELAPIS 
DINDING DALAM 

17. PELAPIS 
DINDING LUAR 

18. LANGIT-LANGIT 

19. ATAP 

20. PENUTUP 
LANTAI 

Pas. Dind 
	

Str. 
1/2 batu 	Bsm. 

	Kaca 

Str. 
Bsm. 
Str. 
Bsm. 
Str. 
Bsm. 
Str. 
Barn. 

Str. 
Bsm. 



IV. DATA KOMPONEN FASILITAS 

21. JUMLAH & DAYA 	 a. Split Unit PK 	 b. Window Unit PK 
AC 

C. 	Floor Unit PK c. Central 

22. JUMLAH LIFT 	 a. Penumpang Unit 	 b. 	Barang Unit 

23. ESKALATOR 	 a. Lebar<0,8m Unit 	 b. Lebar>0,8m Unit 

24. PAGAR 	 a. Batako m 	Tinggi m 	b. Bata m 	Tinggi m 

c. 	Beton m 	Tinggi m 	d. Besi m 	Tinggi m 
Pracetak 

e. BRC m 	Tinggi m 

25. GENSET 
kVA 

26 DAYA LISTRIK 
TERPASANG Watt 27. SISTEM AIR PANAS 

Ada 
Tdk. Ada 

28. SIS. PENGOLAHAN 
LIMBAH 

-Ada 
Tdk. Ada 

29 KEDALAMAN 
SUMUR ARTESIS m 

30 RESERVOIR _ Ada 
Tdk. Ada 

31. PROTEKSI APl 

I 

lila. 
 	lb 

Hydrant 	 c. Alarm Kebakaran 

Sprinkler 	 •d. Interkom 

32 PENANGKAL PETIR Ada 
	 Tdk. Ada 

33. JML. SALURAN PABX Sal 34 SISTEM TATA SUARA 

_ 
Ada 
Tdk. Ada 

35 VIDEO 
INTERKOM 

Ls (m2) 
Jml. Lt 

36. SISTEM TV 38. JUMLAH LAPANGAN TENIS 39. LUAS PERKERASAN 
a. MATV 	 FILs (m2) 

Jmi. Lt 
b CCTV .  H  Ls (m2) 

	 Jmi. Lt 
Dgn Lampu Tanpa Lampu 

a. Beton Ban 	 Ban a. Ringan 

37. KOLAM RENANG b. Aspal Ban Ban b. Sedang 

a. Luas m2 c. Tanah Liat 	Ban Ban c. Keras 

b. Finishing 	 Diplester 
	 Dgn Pelapis 

V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG 

PABRIK / GUDANG 
40.Keliling 

dinding 
41. Tinggi 

m 	 kolom 
42. Lebar 

m 	 bentang m 

43.Luas 
mezzanin m2 

44. Lantai 	 Daya dukung kg/m2 
Tipe 	 I 	I Ringan [ 	1 Sedang I 	1  Menengah 	M Berat M Sangat Berat 

NI 	POMPA BENSIN 45.  Jumlah Kanopi 

. 	TANGKI MINYAK 46.  Posisi I 	IDi atas tanah 
Di bawah tanah 	

47. Kapasitas 
m3  

VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.) 

48. NILAI SISTEM 49. NILAI INDIVIDUAL 

VII. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG 

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA 

50. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI / / 

55. TGL. PENELITIAN / / 51. TGL. PENDATAAN / / 

52. TANDA TANGAN 

53. NAMA JELAS 

52. TANDA TANGAN 

53. NAMA JELAS 

54. NIP 54. NIP 



  

FORMAT 14 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 Telp. 3865580 — 85 Fax. 3865788 
JAKARTA 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
( SPTPD ) 

PAJAK HOTEL 
Masa Pajak 	: 	  
Tahun Pajak 	: 	  

Kepada 
 

Yth 	  

di 
Jakarta Pembetulan ke 

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangka_p 2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 
2. Ben i nomor pada kotak I 	I yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
I. Identitas Wajib Pajak: 

a. Nama Wajib Pajak 	: 
b. Alamat 	 . 	 

RT 	 RW 	Kode Pos 	 
c. Nama Objek/Usaha 	: 
d. Alamat 	 . 	  
e. NPWPD 	 . 
f. NOPD 	 • 

II. Diisi Oleh Pengusaha Hotel: 

Berlian 	7. 	Melati Tiga. 
8. Melati Dua. 
9. Melati Satu. 
10. Rumah Kos 
11. Motel 
12. . 

. 	1. 	Bintang Lima a. 	Klasifikasi Hotel 	• 
2. Bintang Lima. 
3. Bintang Empat. 
4. Bintang Tiga. 
5. Bintang Dua. 
6. Bintang Satu. 

b. 	Data Pemba_yaran 	: 
1). Pembayaran Dan: Dalam Rupiah 

a). Persewaan Kamar Rp 
b). Penjualan Makanan dan Minuman Rp 
C). 	Fasilitas Hotel 	: Rp 

- Fitnes Center/Pusat Kebugaran. Rp 
- Health Center/Pusat Kesehatan. Rp 
- Kolam Renang. Rp 
- Lapangan Tenis. Rp 
- Klub Malam/Karaoke. Rp 
- 	Diskotik. Rp 
- Pub/Bar/Kafe. Rp 
- Spa. Rp 
- 	 Rp 

d). Pelayanan Penunjang : Rp 
- Telepon. Rp 
- 	Faksimili. Rp 
- Telex. Rp 
- 	Internet. Rp 
- Photo Copy. Rp 
- Laundry/Binatu. Rp 
- Taxi. Rp 
- Service Charge. Rp 
- 	  Rp 



2). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Dalam Rupiah 
Jumlah1(a+b+c+d) Rp 

3). Pajak Terutang 	( 10% X DPP)  Rp 
4). Pajak Yang Telah Dibayar Rp 
5). Pajak Kurang Atau Lebih Bayar 	(3) — (4) Rp 

6). Pajak Hotel kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yy) 

III. Data Pendukung : Lampiran *) 
a). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) 
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet. 
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill 
d) 	Rekapitulasi pembebasan Pajak Hotel untuk PNA 
e). 	  

Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran 
dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 
Peraturan Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	 

Diterima oleh Petugas, 	 WP/Penanggung Pajak/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

*). Coret yang tidak perlu 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 	FORMAT 15 
Website bprdjakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
( SPTPD ) 

PAJAK RESTORAN 
Masa Pajak • 	  
Tahun Pajak • 	  

Kepada 

Yth 

di _ 
Pembetulan ke JaKarta  

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangk 	2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 
2. Ben i nomor pada kotak 	 yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pajak dan Retribusi Daerah dimana 

Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

I. Identitas Wajib Pajak: 

a. Nama Wajib Pajak 	: 
b. Alamat 	 . 	  

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
• c. NPWPD 

	

	 . 	  
• d. NOPD 	 . 	  

e. Nama Objek/Usaha 	: 
• f. Alamat 	 . 

II. Diisi Oleh Pengusaha Restoran: 

4. Cepat Saji/Fast Food. 
5. Jasa Boga/Katering 
6. 	  

a. 	Klasifikasi 	Usaha 	: 	1. 	Restoran. 
2. Kafe. 
3. Kantin/Kafetaria/VVarung Makan. 

b. 	Pendapatan dan i Makanan Dan Minuman Rp 
c. 	Pendapatan dan i Service Charge Rp 
d. 	Pendapatan Lain-lain Rp 
e. 	Dasar Pengenaan Pajak ( DPP) Rp 
f. 	Pajak Terutang 	( 10 % X DPP) Rp 
g. 	Pajak Yang Telah Dibayar. Rp 
h. 	Pajak Kurang Atau Lebih Bayar. Rp 
I. 	Pajak Restoran kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yy) 

III. Data Pendukung : Lampiran *) 

a). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) 
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet. 
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill 
d) 	Rekapitulasi pembebasan Pajak Restoran untuk PNA 
e). 	  

Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam 
memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	  
Diterima oleh Petugas, 	 WP/Penanggung Pajak/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

"). Coret yang tidak perlu 
Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

	 FORMAT 16 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprdjakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 	 Kepada 
( SPTPD ) 

	

Yth 	  
PAJAK HIBURAN 

Masa Pajak 	• 	  
Tahun Pajak 	•  	 di 

Pembetulan ke Jakarta  

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangkr_a_p 2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 
2. Ben i nomor pada kotak H yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pajak dan Retribusi 

Daerah dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
I. Identitas Wajib Pajak: 

a. Nama Wajib Pajak 	: 
b. Alamat 	 . 	  

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
• c. NPWPD 	 . 	 

d. Nama Objek/Usaha 
e. Alamat 	 . 

• f. NOPD 	 . 

II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan : 

a. 	Klasifikasi Hiburan 	: 1. 	Tontonan Film. 
2. Pagelaran Kesenian, Musik, Tan i dan/atau busana. 
3. Kontes Kecantikan. 
4. Pameran. 
5. Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya. 
6. Sirkus,Akrobat, dan Sulap. 
7. Permainan Bilyar dan Bowling. 
8. Pacuan Kuda dan Pacuan Kendaraan Bermotor 
9. Permainan Ketangkasan. 
10. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat 

Kebugaran (Fitness Center). 
11. Pertandingan Olah Raga. 

b. 	Data Pembayaran 	: 
1). Pembayaran Dan: Dalam Rupiah 

a). Persewaan Ruangan/Kamar Rp 
b). Penjualan Makanan dan Minuman Rp 
C). Cover Charge/Minimum Charge Rp 
d). Penjualan Karcis Rp 
e). Penjualan Fasilitas Lainnya ( dalam satu Bill/Bon ). Rp 
f). Penjualan Score/Coin. Rp 
9). 	  Rp 

2). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) 	( jumlah 1.a s.d 1. g) Rp 
a). Tarif Pajak   % Rp 
b). Pajak Terutang 	(Tarif x DPP) Rp 
c). Pajak Yang Telah Dibayar Rp 
d). Pajak Yang Ku rang atau Lebih Bayar 	(b) — (d) Rp 
g). Pajak Hiburan kurang dibayardilunasi 	 -igg_ 	—___ y)Id-mm- 



III. Data Pendukung : 
	 Lampiran *) 

a). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) 
	

Ada/Tidak ada 
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet. 	 Ada/Tidak ada 
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill 

	
Ada/Tidak ada 

d). Ada/Tidak ada 

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran 
dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 
Peraturan Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	  

Diterima oleh Petugas, 	 WP/Penanggung Pajak/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

*). Coret yang tidak perlu 

Keterangan : 
Lem bar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 17 

Kode Pos : 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
( SPTPD ) 

PAJAK PARKIR 

Masa Pajak 	• 	  
Tahun Pajak 	• 	  

Kepada  
Yth 	 

di 
Jakarta Pembetulan ke 

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangk 	2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 
2. Ben i nomor pada kotak 	yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pajak dan Retribusi Daerah dimana 

Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

I. Identitas Wajib Pajak: 

a. Nama Wajib Pajak 
b. Alamat 	 • 	  

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
c. Nama Objek/Usaha 	• 
d. Alamat 	 • 	  
e. No. Telp/Fax 	• 
f. NPWPD 	 • 	  
g. NOPD 	 • 

II. Diisi Oleh Pengusaha Parkir: 
a. Kapasitas/Daya Tampu : 	a. Mobil =  	Unit 

b. Motor =  	Unit 
b. Sistem Pemungutan 	: 	Komputer 	Manual 
c. Tarif 	 : 	a. 	Mobil: 	1). 	jam pertama 	Rp 	  

2). 	Tiap jam berikutnya 	Rp 	  
b. Motor: 	1). 	jam pertama 	Rp 	  

2). 	Tiap jam berikutnya 	Rp 	  
d. Perhitungan Pajak: 

1. Pembayaran dan i Mobil Rp 
2. Pembayaran dan i Motor Rp 
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b+c) Rp 
4. Pajak Terutang 	(20% X DPP) Rp 
5. Pajak Yang Telah Dibayar Rp 
6. Pajak Yang Kurang atau Lebih Bayar Rp 
7. Pajak Parkir kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yy) 

III. Data Pendukung : Lampiran *) 
a). Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) 
b). Rekapitulasi Print Out Komputer 
c). Rekapitulasi Penggunaan Karcis Parkir 
d). 	  

Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 
Ada/Tidak ada 

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam 
nnemenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	  
Diterima oleh Petugas, 	 WP/Penanggung Pajak/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

*). Coret yang tidak perlu 
Keterangan : 
Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	FORMAT 18 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website: bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN 
( SPTPD 

PAJAK PENERANGAN 

Pembetulan ke 

Masa Pajak 	: 	  
Tahun Pajak 	: 	  

PAJAK DAERAH 
) 

JALAN 

Kepada 

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

A Abdul Muis No. 66 
Jakarta Pusat  

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangka 
2. Ben i tanda N/ pada kotak 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, 

lam bat tanggal 25 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan Penyerahan 

2 dan ditulis dengan huruf CETAK. 
yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 

harap diserahkan kembali kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, paling 

SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

I. Identitas Pemungut Pajak: 
a. Nama Pemungut Pajak 	• 	 
b. Alamat 

RT 	RW  	 Kode Pos 	 
c. Nama Objek/Usaha 

• 	 d. 	Alamat 
• 	 e. No. Telp/Fax 

f. NPWPD 	 • 	 

II. Diisi Oleh Pemungut Pajak: 

Data Objek Pajak 

No URAIAN 
VOLUME 

PENJUALAN 
(Kwh) 

HARGA JUAL TARIF PAJAK TERUTANG 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

lndustri 
Rumah Tangga 
Komersial 
Pemerintah 
Lainnya 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Total Pajak Terutang Rp 

III. Perhitungan Pajak 
Pajak Terutang Rp 
Pajak Yang Telah Dibayar Rp 
Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp 
PPJ kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yy) Rp 

IV. Data Pendukung : 	 Lampiran *) 
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
2. Rekapitulsi Peggunaan Listrik 
3. 	  

Ada / Tidak ada 
Ada / Tidak ada 
Ada / Tidak ada 

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam 
nnemenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	  
Diterima oleh Petugas, 	 Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

*). Coret yang tidak perlu 

Keterangan : 
Lem bar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
	

FORMAT 19 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprdjakarga.gaid 

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT PEMBERITAHUAN 
( SPTPD 

PAJAK BAHAN 

KENDARAAN 
Masa Pajak 	• 	  
Tahun Pajak 	• 	  
Pembetulan ke 

PAJAK 
) 

BAKAR 

BERMOTOR 

DAERAH 
Kepada 

Yth. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

JI. Abdul Muis No. 66 
Jakarta Pusat 

Perhatian : 
1. Harap diisi dalam rangka 	dan ditulis dengan huruf CETAK. 
2. Bell tanda -Ni pada kotak 	yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah, paling lam bat tanggal 20 bulan berikutnya. 
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
I. Identitas Pemungut Pajak: 

a. Nama Pemungut Pajak/ 	: 	 
Penyedia Bahan Bakar 

b. Alamat 	 . 	 
RT 	RW  	 Kode Pos 	 

c. Nama Objek/Usaha 	. 	 
d. Alamat 	 • 	 
e. No. Telp/Fax  
f. NPWPD 	 : 	 

II. Diisi Oleh Pemungut Pajak: 

Data Objek Pajak 
No JENIS BBM VOLUME BULAN HARGA JUAL 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Premium 
Solar 

JUMLAH KESELURUHAN 
III. Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Rp 

Pajak Terutang 	(DPP X 	 %) Rp 
Pajak Yang Telah Dibayar Rp 
Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Rp 
PBB - KB kurang dibayar dilunasi tanggal 	- 	- 	(dd-mm-yy) Rp 

IV. Data Pendukung. 	 Lampiran *) 
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
2. Rekapitulsi Penjualan Bahan Bakar 
3. Rekapitulasi Penggunaan Delivery Order 
4. 	  

Ada / Tidak ada 
Ada / Tidak ada 
Ada / Tidak ada 
Ada / Tidak ada 



Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran 
dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 
Peraturan Daerah yang berlaku. 

Jakarta, 	  

Diterima oleh Petugas, 	 Pemungut Pajak/Penyedia Bahan Bakar/Kuasa, 
tanggal 	 

NIP 	 Nama jelas/Cap/Stempel 

*). Coret yang tidak perlu 

Keterangan : 
Lembar 1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

2 Wajib Pajak 

LAMPIRAN 
SPTPD PAJAK BAHAN BAKAR KEN DARAAN BERMOTOR (SPTPD PBB — KB) 
BULAN 

No. Nama 
Produk 

Volume Harp. 
Jual 

NO. 
DO/LO 

Tanggal 
DO/L0 

Tanggal 
Invoice/ 
Billing 

Nama 
Penyalur 

Keterangan 

1.  
2.  

3.  

Dst. 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

JI. Abdul Muis No. 66, Jakarta 10160 Telp. 3865580-85 Fax. 3865788 
Website bprd.jakarta.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 20 

Kode Pos : 10160 

Nomorator 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 
PAJAK REKLAME 

NOMOR 

1. Nama Pemilik Reklame 
2. Alamat 
3. NIK /NPWPD 
4. Nomor SK Penetapan Biro Reklame 

Terdaftar pada Badan Pajak dan 
Retribusi Daerah 

5. Nomor Objek Pajak Daerah 
6. Isi Teks Reklame 
7. Judul 
8. Tempat Pemasangan (JI. No/No. Pol) 
9. Wilayah Pemasangan : Kota 

Kecamatan 
Kelurahan Kode Pos 

10. Jenis Reklame 
11. Reklame dipasang pada / di 
12. Status Reklame 	 , Jenis Reklame 

13. Tata Letak Pemasangan 	 ,Status Lokasi : 

14. Ukuran Reklame 	 : Panjang 	m x Lebar 

	

Panjang 	m x Lebar 	 m = 

	

Panjang 	m x Lebar 	 m =- 

	

Panjang 	m x Lebar 	 111 

15. Ketinggian Reklame (dan i tanah sampai 
dengan ambang atas bidang reklame) 	 m, melebihi sempadan jalan 

16. Masa Pajak 	 hari, 	detik, 	kali 

17. Jumlah pemasangan 	 Lembar 
18. Jangka waktu pemasangan 	 : Tanggal 	 s/d Tanggal : 

19. Ketetapan pajak reklame 
a. Tarif Pajak 
b. Luas Reklame 
c. Nilai Sewa Reklame (NSR) 

1) Rincian Anggaran Biaya (RAB) 
2) Nilai Strategis 

d. Jumlah Pajak Terutang 
20. Jatuh Tempo Pembayaran 
21. Pembayaran dilakukan pada 	 Bank penerima yang ditunjuk 

Tembusan : 
1. Lembar I Wajib Pajak 
2. Lembar II Bank Penerima yang ditunjuk 
3. Lembar III BPTSP 
4. Lembar IV Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Jakarta, 
a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA, 

      

      

NIP 

Perhatian : 
1. Apabila lewat dan i tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan di atas, maka 

dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dan i jumlah pajak terutang. 
2. Pembayaran ini sah jika dibubuhi Teraan Cash Register/bank penerima yang ditunjuk. 
3. Pembayaran ini bukan merupakan izin pemasangan / penyelenggaraan reklame.  

Teraan Mesin Cash Register 
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FORMAT 23 

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 
	 NOMORATOR 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 	 

• NOP 	. 

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK 

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp) 

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB - P2 	 = 
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 	 = 
NJOP untuk penghitungan PBB - P2 	 = 

PBB - P2 yang Terutang 	 . 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 

TGL. 
TEMPAT 

• JATUH TEMPO 	 . 
• PEMBAYARAN 	 . KEPALA 

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADMAN 
KONDISI DRIER PAJAK PER 1 JANUAR! TAHUN PAJAK MOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN 

 

NAMA WP 
	

Diterima tgl 
	

• 
Letak Objek Pajak 	: Kecamatan : 	 Tanda Tangan 

Kelurahan 	: 
NOP 
SPPT Tahun/Rp. 

Nama Terang 
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 	  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	FORMAT 25 

	

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 386578 	  
Website: bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 
( SKPDKB ) 

Nomor • 

1.  Nama Wajib Pajak 
2.  Alamat 

RT 	 RW 	 Kode Pos 	 
3.  NPWPD 
4.  NOPD 
5.  Jenis Pajak 
6.  Nama Objek Pajak 
7.  Alamat Objek Pajak 
8.  Masa Pajak 
9.  Tahun Pajak 

10.  Jatuh Tempo Pembayaran 

PERHITUNGAN PAJAK 

Perda/Pasal/Ayat  	Pajak 
Tarif 

Dasar Pengenaan Pajak Besar Pokok Pajak 
1 2 3 4 

% Rp Rp 
a. Jumlah Pokok Pajak 

b. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar 

c. Jumlah Pokok Pajak Kurang Bayar ( a — b) 
d. Jumlah Kenaikan Pajak 	( 25% x a) 
e. Jumlah Sanksi Bunga 	( 2% x c x ... bin) 
f. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar ( c + d + e) 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Terbilang • 	  

PERHATIAN : 
1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
2. Bukti pembayaran agar disampaikan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

Jakarta, 	  

an. KEPALA BADAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA, 

Formulir ini bukan sarana untuk 
melakukan pembayaran Pajak Daerah. 

NIP 	 



 

FORMAT 26 
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 	 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 

Website: bprd.jakarga.go.id  
JAKARTA 

Kode Pos : 10160 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 
( SKPDKBT ) 

Nomor • 	  

1.  Nama Wajib Pajak 
2.  Alamat 

RT  	RW 	 Kode Pos 	 
3.  NPWPD 
4.  NOPD 
5.  Jenis Pajak 
6.  Nama Objek Pajak 
7.  Alamat Objek Pajak 
8.  Masa Pajak 
9.  Tahun Pajak 
10.  Jatuh Tempo Pembayaran 

PERHITUNGAN PAJAK 
Perda 

Pasal / Ayat 
Tarif 
Pajak 

Dasar Pengenaan Pajak Besar Pokok Pajak 
Semula Tambahan Semula Tambahan 

1  2 3 4 5 6 

% Rp Rp Rp Rp 
a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan 
b. Jumlah Sanksi Kenaikan ( 100 % x a) 
c. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar 

Rp 
Rp 
Rp 

Terbilang • 	  

PER HATIAN : 
1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
2. Apabila telah melakukan pembayaran agar melapor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

Jakarta, 	 

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA, 

Formulir ini bukan sarana an Ink 
melakukan pembayaran Pajak Daerah. 

NIP 	  



 

FORMAT 27 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website bprdjakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 
( SKPDLB ) 

Nomor : 	  

1.  Nama Wajib Pajak 
2.  Alamat 

RT  	RW 	 Kode Pos 	 
3.  NPWPD 
4.  NOPD 
5.  Jenis Pajak 
6.  Nama Objek Pajak 
7.  Alamat Objek Pajak 
8.  Masa Pajak 
9.  Tahun Pajak 

10.  Jatuh Tempo Pembayaran 

PERHITUNGAN PAJAK 

Perda/Pasal/Ayat Dasar Pengenaan Pajak 

3 

Rp 

Besar Pokok Pajak 

4 

Rp 

Tarif 
Pajak 

2 

a. Jumlah Pokok Pajak 

b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar 
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak ( b — a) 

Rp 

Rp 

Rp 

Terbilang • 	  

PERHATIAN : 
Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati 
tanggal 	 , maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 2% per bulan. 

Jakarta, 	  

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA, 

Fornudir ini bukan sarana untuk 
melakukan pembayaran Pajak Daerah. 

NIP 	  



FORMAT 28 

PEMERINTAH PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 

Website: bprd.jakarga.go.id  
JAKARTA 

Kode Pos 10160 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 
( SKPDN ) 

Nomor : 	  

1.  Nama Wajib Pajak 
2.  Alamat 

RT  	RW 	 Kode Pos 	 
3.  NPWPD 
4.  NOPD 
5.  Jenis Pajak 
6.  Nama Objek Pajak 
7.  Alamat Objek Pajak 
8.  Masa Pajak 
9.  Tahun Pajak 

10.  Jatuh Tempo Pembayaran 

PERHITUNGAN PAJAK 

Perda/Pasal/Ayat 
Tarif 
Pajak Dasar Pengenaan Pajak Besar Pokok Pajak 

2 3 4 

% Rp Rp 
a.  

b.  

c.  

Jumlah Pokok Pajak 

Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar 

Jumlah Pajak Kurang/Lebih Bayar ( a — b) 

Rp 

Rp 

NIHIL 

Jakarta, 	  

a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA, 

NIP 	  

Formulir ini bukan sarana :mink 
melakukan pembayaran Pajak Daerah. 



FORMAT 29 

BERITA ACARA 
PENYERAHAN REKAPITULASI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah telah dibuatkan Daftar Rekapitulasi 
Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk bulan 	Tahun 	  

Pada hari ini 	tanggal 	Tahun 	dengan ini : 

1.  

Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA 

2.  

Selanjutnya disebut Pihak KEDUA 

Telah diserahkan oleh Pihak PERTAMA seperti disebut di atas kepada Pihak KEDUA 
seperti disebut pada Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak 
Penerangan 	Jalan 	atas 	penggunaan 	Tenaga 	Listrik 	Bukan 	PLN 
bulan 	 tahun 	  

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan 
seperlunya. 

Jakarta, 	  

PIHAK KEDUA, 	 PIHAK PERTAMA 

Catatan : Format Komputer 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website:http://bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 

FORMAT 30 

Kode Pos : 10160 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
( SSPD ) 

1. Nama Wajib Pajak 
2. Alamat 

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
3. NPWPD 
4. NOPD 
5. Jenis Pajak 
6. Nama Objek Pajak 
7. Alamat Objek Pajak 
8. Masa Pajak 
9. Tahun Pajak 
10. Setoran (beni tanda 1'  pada salah satu kotak dibawah ini ) 

Li Masa 	 : Bulan •  	Tahun • 	 
SKPD : 
SKPDKB : 
SKPDKBT : 
STPD : 

11. Besar Setoran: 
No. URAIAN BESAR SETORAN 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Jumlah Setoran Rp 

Terbilang • 	  

Ruang untuk teraan mesin 
Kas Register 

Cap 

Diterima oleh : 

Petugas : 
Tanggal : 

Tanda tangan : 
Nama jelas 	: 

Jakarta, 	  

Penyetor, 

( 	  ) 
Nama/Cap/Stempel 

PEMBAYARAN SAH, BHA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER 

Lembar 1 Wajib Pajak 
2 	Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
3 Bank 

No. 

No. 

No. 

No. 



 

FORMAT 31 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 
Website: bprd.jakarga.go.id  

JAKARTA 
Kode Pos : 10160 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ( SSPD ) 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

1. Nama Wajib Pajak 
2. Alamat 

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
3. NPWPD 
4. NOPD 
5. Masa Pajak 
6. Tahun Pajak 
6. 	Setoran (beni tanda 1 pada salah satu kotak dibawah ini ) 

H Masa 

SKPD : 
SKPDKB : 

SKPDKBT : 

STPD : 

: Bulan •  	Tahun • 
No. 

No. 

No. 

No. 

7. 	Besar Setoran: 
No. KODE REK URAIAN BESAR SETORAN 

Premium Rp 
Solar Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Jumlah Setoran Pajak yang dibayarkan Rp 

Terbilang • 	  

Jakarta, 	 
Ruang untuk teraan mesin Diterima oleh : 

Kas Register 
Petugas : 
Tanggal : 

Penyetor, 

Cap 

Tanda tangan : 
Nama jelas 	: (   ) 

Nama/Cap/Stempel 

PEMBAYARAN SAII, B1LA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER 

Lembar 1 Wajib Pajak 
2 	Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
3 Bank 



FORMAT 32 
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788 

Website bprd.jakarga.go.id  
JAKARTA 

Kode Pos 10160 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ( SSPD ) 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

1. Nama Wajib Pajak 
2. Alamat 

RT 	 RW  	 Kode Pos 	 
3. NPWPD 
4. NOPD 
5. Masa Pajak 
6. Tahun Pajak 
7. Setoran (beni tanda 1 pada salah satu kotak dibawah ini ) 

Masa 

SKPD 

SKPDKB 

SKPDKBT 

STPD 

: Bulan •  	Tahun • 	 
: No. 

: No. 

No. 

: No. 

        

        

        

        

8. Besar Setoran: 
No. KODE REK URAIAN BESAR SETORAN 

Industri 
Rp 

Rumah Tangga 
Rp 

Komersial 
Rp 

Pemerintah 
Rp  

Lain nya 
Rp 

I ndustri 
Rp 

Jumlah Setoran Pajak yang dibayarkan Rp 

Terbilang • 	  

Ruang untuk teraan mesin 
Kas Register 

Cap 

Diterima oleh : 

Petugas : 
Tanggal : 

Tanda tangan : 
Nama jelas  

Jakarta, 	  

Penyetor, 

Nama/Cap/Stempel 

PEMBAYARAN SAIL BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER 

Lembar 1 Wajib Pajak 
2 	Badan Pajak dan Retribusi Daerah 
3 Bank 



4. RT/RW: 

6. Kabupaten/Kota 

C. PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

6. RT/RW: 7 .Kecamatan: 

9. Kode Pos: 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 
PERHATIAN:  Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A 000001 

Lembar 11 
Untuk Wajib Pajak 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD—BPHTB) 

UKIVIA 1 .:. JAYA RANA 

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 
2. NPWP (Badan): 
3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Wajib .Pajak: 

5. Kelurahan/Desa: 

8. Kabupaten/Kota: 

B. 	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 

2. Letak tanah dan atau bangunan: 

3. Kelurahan/Desa: 

5. Kecamatan: 

7. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 
8. Nomor Sertifikat : 

1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Olisi tuas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): 

• a. Luas Bumi 
b. Luas Bangunan : 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan i NJOP, maka: 

Rp 

Uraian 
Luas 

( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang 
haknya diperoleh ) 

NJOP PBB/ m2  
( Di'si berdasarkan SPPT PBB tahun tladinya 

perolehan hak / Tahun 	 
Luas x NJOP PBB/ rr12  

Tanah ( bumi ) a m2  C Rp e Rp 
 	Huruf a x huruf c 

Bangunan b m2 d Rp  	f Rp  
Huruf b x huruf d 

NJOP PBB: ,-, Rp  I 	Huruf e + huruf f 

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 	 Dalam Rupiah 

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) 1 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1— angka 2 3 il 
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 ill' 
Pengenaan 50% karena wads / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan*) 50%x angka 4 5 lio. 
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 10. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan: 
a. Penghitungan Wajib Pajak 
b. STPD / SKPDKB / SKPDKB *) 	 Nomor: 	 Tanogal: 
c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan KDH No  . 
d. 	  

Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 
Dengan huruf: 

*) Core/ yang tidak perlu  

 	tgl. ....... ... ....... ......... ......... . 
WAJIB PAJAK / PENYETOR 

MENGETAHUI: 
PPAT/NOTARS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: 	  

TELAH DIVERIFIKASI: 
BADAN PAJAK DAN RETRBUSI DAERAH 

PROMS! Dli JAKARTA 

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 

Hanya diisi oleh 
DPP Nomor Dokumen: petugas 

NOP PBB baru : 

M2 

M2 



\ JAVA HAYA 

    

 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD—BPHTB) 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

 

 

A 000001 

Lembar 2 
Untuk PPAT/Notaris 

sebagai arsip 

 

 

    

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 
2. NPWP (Badan): 
3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Wajib Pajak: 

5. Kelurahan/Desa: 	 6. RT/RW: 	 7 .Kecamatan: 
8. Kabupaten/Kota: 	 9. Kode Pos: 

B. 	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 

2. Letak tanah dan atau bang_unan: 

3. Kelurahan/Desa: 	 4. RI/SW: 

5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota: 

7. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 
8. Nomor Sertifikat : 

C. 	PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

Rp 1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Diisi tuas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): 

a. Luas Bumi 	 M2 

b. Luas Bangunan : 	 M2 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan i NJOP, maka: 

Uraian Luas 
(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang 

haknya diperoleh ) 

Tanah ( bumi ) m2 

Bangunan m2 

NJOP PBB / m2  
( Di'si berdasarkan SPPT PBB tahun teyadinya 

perolehan hak / Tahun 	 

Rp  

Rp 

NJOP PBB: 

Luas x NJOP PBB /m2  

Rp 	
I Huruf a x huruf c 

Rp 	
Huruf b x huruf d 

Rp 	
Hurtle + huruf f 

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 	 Dalam Rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) 1 0° 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1— angka 2 3 Po 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 lo,  
Pengenaan 50% karena waris /hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50%x angka 4 5 OP. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 II 

E. Jumlah Setoran berdasarkan: 
a. Penghitungan Wajib Pajak 
b. STPD / SKPDKB / SKPDKB *) 	 Nomor: 	 Tanggal: 

I 	I 	c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan KDH No... ..... .... ..... ..... ......... . 
d. 	  

Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 
Dengan hand: 

1 Coret yang tidak eerie  

. tgl 	  
WAJIB PAJAK / PENYETOR 

MENGETAHUI: 
Pf'AT/NOTARS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: 	  

TELAH DIVERIFIKASI: 
BADAN PAIN< DAN PEIRBUSI ClAERAH 

PROVINSI DPI JAKARTA 
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 

Hanya diisi oleh 
petugas DPP Nomor Dokumen: 

NOP PBB baru : 



    

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD—BPHTB) 

A 000001 

Lembar 3 
Untuk Kepala Kantor 
Badan Pertanahan 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

   

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA- 
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

                    

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 
2. NPWP (Badan): 
3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Wajib pal*: 

5. Kelu rah an/Desa: 

8. Kabypaten/Kota: 

                   

                   

                   

         

6. RT/RW: 

   

7 .Kecamatan: 

9. Kode Pos: 

  

                  

B. 	1. Nomor Objek Pajak (MOP) PBB: 

2. Leta tanah dan atau bangunan: 

3. Kelurahan/Desa: 

5. Kecamatan: 

7. Jenis perolehan hak alas tanah dan atau bangunan : 
8. Nomor Sertifikat : 

          

          

          

     

4. RT/RW: 

6. Kabupten/Kota: 

  

          

          

C. 	PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): 

a. Luas Bumi 	 M2 

b. Luas Bangunan : 	 M2 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan i NJOP, maka: 

Rp 

Uraian 

Tanah ( bumi ) 

Bangunan 

Luas 
( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang 

haknya diperoleh ) 

m2 

NJOP PBB/ m2  
( Dist berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya 

perolehan hak / Tahun 	 

Rp  

Rp 

Luas x NJOP PBB/ m2  

Rp  
Huruf a x huruf c 

Rp  
Huruf b x huruf d 

NJOP PBB: Rp  
Huruf e + huruf f 

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 	 Dalam Rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 IIII.  
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1— angka 2 3 10. 
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 ilo• 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50%x angka 4 5 10. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 110. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan: 
a. Penghitungan Wajib Pajak 
b. STPD / SKPDKB / SKPDKB *) 	 Nomor: 	 Tanqgal: 
c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan KDH No 
d. 	  

Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 
Dengan ht in if: 

1 Coret yang tidak perlu  

	 tgl 	  
WAJIB PAJAK / PENYETOR 

MENGETAHUI: 
PPAT/ NOTARIS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: 

TELAH DIVERIFIMSI: 
BADAN MAI( DAN RETRIBUSI DAERAH 

PROVING! DK JAKARTA 
_ 

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan  Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan  Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 

Hanya diisi oleh 	k petugas DPP Nomor Dokumen: 

MOP PBB baru : 



Huruf b x huruf d 
Rp 

 	Huruf a x huruf c 

Rp  

  

I 	Huruf e + huruf f 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD—BPHTB) 

 

A 000001 

Lembar 4 
Untuk 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

    

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 
PERHATIAN:  Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

                    

                    

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 
2. NPWP (Badan): 
3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Wajib pajak: 

5. Kelurahan/Desa: 

8. Kabupten/Kota: 

                   

                   

                   

          

. RT/RW: 

   

7 .Kecamatan: 

  

                

_ 9. Kode Pos: 

  

B. 	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 

2. Letak tanah dan atau bangunan: 

3. Kelurahan/Desa: 

5. Kecamatan: 

7. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 
8. Nomor Sertifikat : 

          

          

          

     

4. RT/RW: 

6. Kabupten/Kota: 

  

          

          

C. 	PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): 

a. Luas Bumi 	• 	 M2 

b. Luas Bangunan : 	 M2 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan i NJOP, maka: 

Rp 

Uraian 
Luas 

(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang 
haknya diperoleh ) 

Tanah ( bumi ) m2 

Bangunan m2 

NJOP PBB /m2  
(Dist berdasarkan SPPT PBB tahun teyadinya 

perolehan hak/ Tahun 	 

Rp  

Rp 

NJOP PBB: 

Luas x NJOP PBB / m2  

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 	 Dalam Rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhafikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1— angka 2 3 10,' 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 110  

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50%x angka 4 5 110. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 110. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan: 
a. Penghitungan Wajib Pajak 
b. STPD / SKPDKB / SKPDKB 0) 	 Nomor: 	 Tancigal: 
c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan KDH No  . 	. 
d. 	  

Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 

Dengsn hi in if• 

1 Coret yang tidak pert  

........ ...... . ..
.
... 	tgl 	  

WAJIB PAJAK/ PENYETOR 
MENGETAHUI: 
PPAT/NOTARS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal.  

TELAH DIVERIFIKASI: 
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

PROV1NSI Dil JAKARTA 
N Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan  Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 

Hanya dist oleh 
DPP petugas Nomor Dokumen: 

NOP PBB baru : 



JAYA RYA' 
og-  p • 
* 	I 	• I,  

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD-BPHTB)  
A 000001  

Lembar 5 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Jntuk Bank yang ditunjuldBendahan 

Penerimaan BPKD sebagai arsip  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 
2. NPWP (Badan): 
3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Warp pajak: 

5. Kelurahan/Desa: 	 6. RT/RW: 7 .Kecamatan: 
8. Kabgpaten/Kota: 9. Kode Pos: 

B. 	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 

2. Letak tanah dan atau bangpnan: 

3. Kelurahan/Desa: 

5. Kecamatan: 

4. RT/RW: 

6. Kabupaten/Kota: 
- 	.-.. 

7. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 
I 8. Nomor Sertifikat : 

_. 
c. 	PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): Rp 
a. Luas Bumi NA 2 
b. Luas Bangunan : h,12 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan NJOP, maka: 

Uraian Luas 
( Diisi luas tahna4d:rai,13)teargilgrigunan yang 

NJOP PBB/ m2 
( Di'si bOzgrak:UPITTaggle tahun terladinya Luas x NJOP PBB / m2  

Tanah ( bumi ) a m2 c Rp e Rp 
Huruf a x huruf c 

Bangunan b m2 d Rp  	f Rp  
Huruf b x huruf d 

NJOP PBB: 9 Rp  
Huruf e + huruf f 

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 &Air g) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 — angka 2 3 10.  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50%x angka 4 5 110. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 110. 

E. 	Jumlah Setoran berdasarkan: 
a. Penghitungan Wajib Pajak 
b. STPD / SKPDKB / SKPDKB *) 	 Nomor: Tan•gal: 
c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan KDH No 	  
d. 	  

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH Dengan hi in if. 

1 Coret yang tidak pada  

	 , tgl 
WAJIB PAJAK / PENYETOR 

MENGETAHUI: 
PPAT/NOTARIS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: 	  f3ADAN PAM 

TELAH 

PROV1NSI 

DIVERIFIKASI: 
DAN RETRIBUSI LAERAH 

DKI JAKARTA 

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan  

Hanya dhsi oleh 
petugas DPP Nomor Dokumen: 

NOP PBB baru : 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
( \.:  JAVA RAYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD—BPHTB) 

A 000001 

Lembar 6 
'41 Is 

_ 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Untuk Bank yang 

ditunjuk/Bendahara penerimaan 
BPKD sebagai Laporan kepada 
Fungsi Pembukuan/Pelaporan 

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: 
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang embar ini terlebih dahulu. 

A. 	1. Nama Wajib Pajak: 

2. NPWP (Badan): 

3. NIK (Perorangan) : 

4. Alamat Wajib Pajak: 

5. Kelurahan/Desa: 	 6. RT/RW: 7 .Kecamatan: 

8. Kabupaten/Kota: .. 9. Kode Pos: 

B. 	1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 

2. Letak tanah dan atau bangunan: 

3. Kelurahan/Desa: 

5. Kecamatan: 

4. RT/RW: 

6. Kabupaten/Kota: 

7. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 
8. Nomor Sertifikat : 

c. 	PERHITUNGAN BPHTB TERUTANG 

1. Harga transaksi / Nilai pasar ( Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh ): Rp 
a. Luas Bumi 	. ke 

b. Luas Bangunan : m2 

2. Dalam hal harga transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dan i NJOP, maka: 

Uraian 
Luas 

t Ofisi luas tanah dan atau bangunan 
haknya diperoleh ) 

yang 
NJOP PBB / m2 

( Diei berdasarkan SPPT PBB tahun teriadinya 
perolehan hak / Tahun 	. 

Luas x NJOP PBB / m2   

Tanah ( bumi ) a m2 C Rp e Rp 
Huruf a x huruf c 

Bangunan b m2 d Rp  	f Rp  
Huruf b x huruf d 

NJOP PBB: 9 Rp  
Huruf e + huruf f 

D. 	PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah 
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) (memperhatikan nilai pada huruf C angka 1 atau huruf C angka 2 butir g) 1 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 — angka 2 3 Po. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 IP' 

Pengenaan 50% karena wads /hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5 0. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 

E. Jumlah Setoran berdasarkan: 

a. Penghitungan Wajib Pajak 

b. STPD / SKPDKB / SKPDKB *) 	 Nomor: Tanqgal: 
c. Pengurangan dihitung sendiri karena: % berdasarkan Peraturan 	KDH 	No... ........ . ...... ....... ...... . 
d. 	  

Untuk disetorkan ke rekening KAS UMUM DAERAH 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp 
Dengan Minif• 

0 ) Coret yang tidak perlu  

	 tgl 	  
WAJIB PAJAK/ PENYETOR 

MENGETAHUI: 
PPAT/NOTARIS 

DITERIMA OLEH:TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: 	  BADAN PAJAK 

TELAH 

PROMS! 

DIVERIFIKASI: 
DAN RETRBUSI DAERAH 

DKI JAKARTA 
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, dan tanda tangan  stempel, Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan 

Hanya diisi oleh 
DPP petugas Nomor Dokumen: 

NOP PBB baru : F 
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